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I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

I
 NOMOR 426 TAHUN '1995
 
;. t ,: 

TEN T A ~I G 

I
 HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN HONORARIUM KELEBIHAN JAM
 

MENGAJAR GURU TETAP PADA MADRASAH NEGERI 

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMAI :;~ ,", ':,'.' I,;",,":'.',~,:,',~~,',::
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ME~ITERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 

.' ...." 

I· Menimbang a. bahwa dengan masih terbatasnya Guru Tetap pada 
Madrasah Negeri, per1u mcngangkat Guru, Tidak 
Tctap pada Madrasah Negeri; .' ,"1" 

.\ '"',,:" ..~ ",;,'.,.,,\,.~ 
" ,:~ I..I.~ b. bahwa ketentuan honorarium Guru Tidak Tetap 'pada 

Madrasah Negeri ,sebagaimana ditetapkan dengan

I Keputusan Menteri Agama ~Iomor 24 Tahun 1985 tida'~ 

sesuai 1agi dan untuk itu per1u diatur kemba1i. 

I 
" 

Mengingat 1. Indische Comptabi1iteitswet (Staadsb1ad 1925 No. 

I 
448) sebagaimana te1ah diubah dan ditambah, 
terakhir dengan Und~ng-undang Nomor 9 Tahun 1968 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53); 

, .... Undang-Undang Nemor 8 ~ahun 1974 tentang Pokok­" 
pokok Kepegawaia~;

~" 3. Undang-Undang N~mor 2 Tahun 1989 tentang 

I 
P~ndidikan Nasional; 

~. Peraturan Pemerintah Nomor 2~ dan Nomor 29 Tahun 
1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah; .......' ...
I' 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang 'c 

.: ,.", 

Tenaga Kependidikan; 
6. Keputusan Presiden RI ~omor 44 Tahun 1974

I Pokok-Pokok Organisasi Departemen; , ::, 

7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentanQ . 
Susunan organisasi Departemen dengan sega1a , ..'. .

I perubahannya, terakhi~ dengan Keputusan Presiden 
RI Nornol~ 18 Tahun 19~4; \.. . .~ 

I. 
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8. !,;eputusan'Presiden RI /'IOlllor 16 Tahun 1994 teRtang' 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja /'Iegara 
yang telah diubah dan disernpurnakan dellgan 
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995; 

I 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 
ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Agama yang tclah diubah dan\disempurna­

I kan, terakhirdengan Keputusan Mentcri Agama /'lamar 
75 Tahun 1984; 

I 
10. Kcputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun. 1978 

ten tang Pendelegasian ~leL"enang, mengangl<.a t dan· 
rnemberhentil~an Tenaga Honorer dalam lingl~ungan 

nepartemen Agama.

l 11. Keputusan Menteri Agama /'lamar 45 Tahun 1981 
tentang Qrganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 
Departemen Agama Propinsi. Kantor Departemen

I KabupatenjKotamadya, dan Balai Pendidikan dan 
Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama; 

12. Kepu tusan Menteri' Agarna RI Nomor 

I
 
I Nornor 370 Tahun j 1993
 

Madrasah Ibtidaiyah,
 
Madrasah Aliyah;
 

13. Keputusan Menteri Agama 
1993,' tentang Kurikulu~ 

tentang 
Madrasah 

Nomor 37~ 

Pendidikan 

368, 369 dan 
penyelenggaraan 

Tsanawiyah dan 

dan 373 Tahun 
Dasar berciri 

I. Khas Agama Islam dan Kurik~lum Madrasah Aliyah; 

II 
Memperhatikan Persetujuan Menteri Keuangan RI dengan surat 

Oi rel~ tu r Jenderal Anggaran Depar temen Keuangan 
Nomor S-1803/A/362/0595, tanggal 18 Mei 1995 . 

I .;. 
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KEPUTUSA/'I 
HmlORARIUM 
KELEBIHAN 
~IEGERI DI 

,
 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
GURU TIDnK TETAP DA/'I HONORARIUM 

JAM MENGAJAR .GURU TETAP PADA MADRASAH 
LI/'IGKUHGAN DEPARTEMEN AGAMA. 
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BAB I
 
/,. 

".":,.1·1' I	 KETENTUAN UMUM 

I;: / 
Pasal 1 

Oalam Keputusan ini yang dimaksud d~ngan

I·	 .. ~ , . 

It 
1. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah 

Tsanawiyah Negeri (MT~N) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di 
lingkungan Departemen Agama; 

I: 
2. Guru Tidak Tetap adalah mereka yang karena keahliannya 

diangkat scbagai ]uru kelas/guru mata pelajaran tertentu pada 
Madrasal, ; 

.' ~ . 
\.' 3. Guru Tetap adalah peg~wai negeri sipil yang diangkat sebagai 

I
 • tenaga pengajar pada Madrasah oleh pejabat yang berwenang;
 
4.	 Kantor Wilayah adalah Kantor WilayahDepartemen Agama Pro~insi 

/Setingl<:at. 

I	 " 

I'" 

:....5. Kantor Departemcn adalah Kantor Dcp~r'temen Agama Kabupaten/ :.,' 
.... , ';Kotamadya. 

I
 BAS II
 

I'.,... 

PENGA~GKATAN GURU TIDAK TETAP'OAN 

I· PENUGASAN GURU TETAIJ 

Il
 Pasal 2
 

I·' Kepala Madrasah pada Madrasah yang 'fIlasih kekurangan Guru .... ,r'.·~· 

Tetap dapat mengu~ulkanII ;\	 ·····";Ft~
 
1. Pengangkatan Guru Tidak Tetap yang berasal dari pegawai,~,

If	 
. '.

pada instansi pemerintah untuk mengajar' , mata pelajaran 
tertentu;

."... P~ngangkatan Guru Tidak Tetap y~ng berasal dari, guru padaII .~. madrasah swasta, badan swasta, dan perorangan seb;gai guru 
kelas/guru mata pelajaran tertentu; 

I) 
3. Penugasan Guru Tetap pada Madrasah yang bersangkutan' yang 

sudah memenuhi jam wajib mengajar untuk mengajar tambahan;. ' 
4. Penugasan Guru Tetap dari Madrasah lain yang sudah 

, 

memenuhi 
f 

jam wajib mengajar untuk mengajar tambahan.

Ii 
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SYARAT DAN TATACARA PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP 

.'•// 
DAN PENUGASAN GURU TETAP 

I 
.. 

'Pasal 3 
".:'

Ii 

1 
(1) Pengangl~atan Guru Tidal~ Tetap sebagairnana dimaksud dalarn 

Pasal 2 angka 1 harus memenuhi persyaratan : 

! a.	 rnemiliki ijazah/surat tanda tamat belajar/sertifikatl
 
su ra t !~e terangan dari yang berwenang sebagai tanda buk ti
I, bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian/ kemampuan/
 

r I~ualifikasi mengajar sebagai guru kelas/guru mata
 
pelajaran tertentu;
 

.., ";I '\.~' b.	 memiliki surat izin dari Pimpinan instansi tempat yang 
bel'sangl~utan bertugas., . , 

1 (2) Pengangkatan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam 
,	 -, rasal 2 angl-:3 2 harus memenuhi persyara t3n : ,
 

. _-.1 a. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar/sertifikat/,
I
,

I,
 
surat ketcrangan dari yang berwehang sebagai tanda bukti ­

bahwa yang bersangkutan rnemiliki keahlian/kemampuan
 

I 
/kualifikasi mengajar sebagai guru kelas/guru mata 
pelajaran tertentu; 

. b. Khusus untuk Guru Tidak Tetap yang mengajar keterampilan 
dan atau kesenian yang tidak memenuhi persyaratan tersebut 
huruf a diatas harus memiliki surat keterangaridari yang

I berwenang dalam bidangnya sebagai tanda bukti bahwa yang 
bersangJ<u tan merni 1 i 1-:1 I-:eahl ian/penga1.3man yang dial~ui 

elch masyarakat dan dikuatkan elch Kepala Madrasah yang .,", 
. .. ~"

be rsangl<u tan;IJ'c, 
c.	 Surat Keterangan dari instansiyang berwenang bahwa :yang 

bersangkutin tidak terlibat G 30 S PKI dan/atau organisasi . 
terlarang lainnya. 

.":;::::;,>~f~;:: 
I 

(3) Penugasan Gu ru Tetap sebagaimana dimal~sud dalarn Pa;~l'2 angl~a 

•

• V 3 harus memenuhi persyaratan memiliki surat pernyataan sudah
 

memenuhi jam wajib mengajar dari Kepal~ Madrasah tempat yang ':.
 

bersangkutan bertugas.
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(4)	 P,enugasan Guru Tetap sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 angka 
4 harus rnemenuhl persyaratan : 

I
, 

a.	 memillki surat izin dari Kepala Madrasah tempat yang 
bersangkutan berstatus sebagai Guru Tetap; 

I 
b. memil i ld su ra t pernya taan sudah memenuhi jam ~'Jaj ib 

mengajar dari Kepala Madrasah tempat yang bersangl-:u tan' 
I) ,berstatus sebagai Guru Tetap. 

I	 ,';,Pasal 4 
'"I),' 

I 
(1) Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan'Guru Tetap pada 

Madrasah Ibtidaiyah dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen 
atas usul Kepala Madrasah yang bers~ngkutan. 

I	 
.: . 

(2)	 Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru Tetap pada 
Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di1akukan 01eh Kepa1a Kantor 
Wilayah atas u5ul Kepala Madrasah yang bersangkutan., 

II (3) Kepala Madrasah mengusulkan pJngangkatanGuru Tidak Tet~p 
dan penugasan Guru Tetap denganmelampirkan :

I a. rencana pengangkatan Guru Tidak,Tetap yang dirinci dalam .... 

jumlal, jam mengajar perminggu setiap kelas/mata pelajaran 
yang diajarkan; ,

I· b. Surat bukti yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1), (2) dan· (3) .. 

I	 
';. 

", ,".1 

I 
(4) K~pala Kantor Departemen dan "Kepala Kantor WilaYah 

selambat-lambatnya 1 (satu). bulan setelah men~rima usul 
menetapkan pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru 
'7etap, pada Madrasah yang bersangkutan paling lama 1 (satu) 
tahun pelajaran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

I dan Sel~retaris Jenderal Departernerl'{)gama Cq. Kepala Biro 
" ' 

" ,',Keuangan dan Kepala Biro Kepegawaian. ........
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"'i'''·~~~:~I BAB IV " ,:::,.::;,~f 
:' ./,~. 

KEWAJIBAN MENGAOAR DAN HONORARIUM MENGAJAR~ 
i	 

Pasal 5Il
I

, 
Il 

(1) Kewajiban mengajar per ming~U bagi'Kcpala Madras~h 6 (enam) 
jam pelajaran, Wakil Kepala Madrasah/Pimpinan Madrasah 
Filial 9 (sembilan) jam pelajar~n, Guru Tetap pada Madrasah 

I[
 
18 (delapanbelas) jam pelajaran.
 " , 

(2)	 Kewajiban mengajar bagi Guru Tidak T~tap sebagaim~na dimaksud 
dalam pasal 4 aya t (1) dan (2) sel<u n\ng- ku rangnya 1\, (empat) 

(,.'.jam pelaja~an perminggu.	 
.'..1['"

: t I 

(3) Guru Tetap yang telah memenuhi jam wajib mengajar sebagaiIl . mana dimal~sud dalam ayat (1) dapa t d::' tugasl~an' bail~ di 
Madrasah tempat yang bercangkutan berstatus sebagai Guru 
Tetap maupun di Madrasah lain dengan memperoleh honorariumIl .'" kelcbihan jam mengajar. 

Ii
 Pasal 6
 

(1) Setiap kelebihan jam hadir mengajar bagi Guru Tetap dan jam,. nadir mengajar bagi Guru Tidak Tetap diberikan honorarium 
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)p~r jam mengajar. 

Il (2) Kepada Guru Tidak Tetap yang berasal dari Pegawai Negeri 

IL
 
Sipil /Instansi pemerintah bul~an dari Departemen Agama, badan
 
swasta, madrasan s~asta dan perorangan diberikan honorarium'
 
bulanan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lillla ribu rupiah),
 
disamping honorarium sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per, 

[. • jam hadir meng~jar sebagaimana"dimaksud dalam ayat (1) . 
I.,'." 

"I~· . '(3) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya ,,:,> 
r ,;diberilt.an dari satu madrasah.,	 ".... ' " II '.:	 ", ..,.. ·..'....,'..·...;·{i':, 

..'··;;·,,;if~!~f
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BAB V 
· .: 

r ;' 
· . ~.PEMBIAYAAf-1 

", '.1)·· •• 

'".;:.>.,If•. '<. 
• ! Pasal 7 

I (1) Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan in~i dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Agama. 

1\ 
I (2) Pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan batas anggaran 

yang disediakan dalam DIK masing~masing k~ntor /satuan kerja 
yang bersangkutan. 

I
! 

I 
\ 

! 

BAB VI 

..','PEL A P 0 RAN 
"', " 

," ',. ,:,,:.~'\.;, 

; ..;: .I~ , Pasal 8 , 
" ~ 

I' 
. , 

I' 
(1) Kepala Kantor Departemen melaporkan pengangkatan Guru Tidak 

Tetap dan penugasan Guru Teta~ pada madrasah sebagaimanan 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Kepala Kantor Wila.yah 

I 
dengan rnelampi rkan data sebagairnana dimaks'Jd dalam Pasal. 4 
ayat (3). 

I l 
! (2) Kepala Kantor \'Jilayah melaporl<:an ,pengangkatan Guru Tidal~
 

Tetap dan penugasan Guru Tetap ,pada madrasah sebagaimana
 
dimak5ud~asal 4 ayat (1) dan (2) selambat-lambatnya bulan 

IL Juli . Tahun Anggaran ber jalan l<:epada Sekretaris Jenderal, 
Cq.Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Kepegawaian dengan 
telllbusan Direktorat Jenderal Pcmbinaan Kelembagaan Agama 
Islam dengan melampirkan surat bukti sebagaimana dimaksud 
rasal ~ ayat (3).1[, , 

II 
. . .': ..~. 

II · .':',\ 

II '.. 

II 
, .," 
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II 
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BAB VII 

I PUIUTUP
 

I
 
Pasul 9
 

I
 
'·I.:Il-hal lain yang bclLfIl diatur d31afll V,epuLusan ini akan ditcntu­


kan lebih lanjut olch Sckn~taris JenderaJ. Depar-tclIlen (.)garna.
 

10 

1 Dcngan b31-1.:l!-:ull'/a Y,cpu tusan ini, Kcpu tLison Mcntcri (l~U/ll;) RI 

I 
l'Iomo r 2-1 T.:\l1U n 1985 sepanjang rncngena i penga tu ,"an Pernbe r i an 

honor"ar iUfIl I',cpada Gu ru T i dak Te t.:lP P.:lda I'bd r3sah !'Iege r i 

/rendidil',<ln Sun, (lgorna !'Iegeri, Guru Agam21 Ti~b!', tetap Poda 
ScI-:01all Umum /'k~gcl'i dinY<lt3!.;an tida!'. bCI·lu!~u. 

I Pasal 11 

I
 V.CputLlson ild ber-l.:d'.Ll fIlu1ai pada t.:lhull ::\I1gg;;H".H1 1995/.1996.
 

Di tctapl',<lrl di J a I~ art a 

I
 
I
 
I
 

TH1Busmi YTH :

I 1. Badan Pc:ncril'.s.:l Kcuallg;"Hl di Jakarta;
 

2. 1'1entc/"i Kcuango.n di Jakarta;
 

3. Dircktur" Jcnder<ll Anggar-':lrl Dep. Keuan,j[ln di Jakarta;


I .". Badan Pcng,:lL'JaS3n Keu angan dan Pcmbo.ngu nan d i J a!~o r t..:l;
 
5. Sc!uctaris Jcnderal Dep. Aganw eli J3kar-ta;
 
6. Ditjen Kclclnb.:lg.:lan Pcmbinaan A9JlIl.:l I~.l.:\1n di Ja'~al-to;


I 7. I nspe!'. tLl f" at.] ende r a 1 Dep. Agamo d i J a!'.." r t.a;
 

B. Kep.:lla Biro Keu3ngan Departemen ngama di Jakarta;
 

I
 
9. Kepala BilLJ HU!·'.ulIl dan Humas Dep. Ag3111,:\ di Jakarta.
 
10.C'1/"e!~t.ul" PC!'~cndahara3n dan Y,.:\s ~tcgal-a C'ep.Keuangan di Jal'.arta
 

I
 
11.I)irc!'.tur PClncin'::':'Hl f\nggaran Dep. V,81.10nnan di .1akn/'ta;
 
12J,cpz113 l';amli.l Dcp. f'lg.:lrna Propinsi di Sclul'uh Indonesia.
 

I 
I 
I 

•,
E 

p.I. 

1 Scpliernber 1995p3d3 l:onggo.1 


